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BUPATILOMBOKTIMUR,
Menimbang: a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD)telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, namun selain terdapat
beberapa rincian obyek belanja pada beberapa Perangkat
Daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus yang telah
ditetapkan tersebut belum memenuhi petunjuk teknis yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat
beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah selesai
pengerjaannya oleh pihak ketiga namun belum teranggarkan
dalam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga
penjabaran APBD Tahun 2020 tersebut perlu untuk
dilakukan perubahan;

b. bahwa disamping itu perubahan penjabaran APBD juga
ditempuh oleh Pemerintah Daerah, karena terjadinya
penyebaran Wabah Pendemik Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)di Indonesia termasuk pula di Kabupaten Lombok
Timur, yang membutuhkan refocussing dan realokasi
anggaran untuk percepatannya penanganannnya;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
pada intinya menggariskan bahwa dalam melakukan langkah
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVlD-19,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

01 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoensia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200~ tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-tindang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155};

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614};

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4()9~);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubHk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor60S7l;
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tabun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

:il6.Peraturan Presiden NomoF 141 Tahun 2()'18tentang Petunjuk
Tekhnis DAKFisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

27. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Tekhnis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'rabun 2019-Nemer-25'1h

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubab terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sasial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia 'Tahun '2011 Nomor 450t
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2QH3. ~~IltMg P~rqb~~ K;~tig~A~~ Peraturan M~Ilt~ri
Dalam Negeri Nomor 32' Tabun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantl:ran Sesial Yang Bersumber daTi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 7
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun' Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655t;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
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34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peratllran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nemer 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di
Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan AsU Daerah yang Sah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimurNomor 3);

36. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2010 Nomor 10J Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok TimurNomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
LombokTimur Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
oNomor 4).00se1)agaimanoatelah diubah 0beberapa -kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok TimurNomor 5};

39. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
DaerahKabupaten LombokTimur Nomor 6);

40. Peraturan Daerah NomOr6 Tahun 2016 tentang°Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
~mQ~nm!?~~fMK~byp.~t.~nwmbQkTImYfN9mgf4);

41. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 02017 tentang Hak
Keuangan dan AdminiStratif Pitrtpirtan dart ariggOtlt DeWan·
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017
Nomor S, Tambahen Lembaran Daerah Kabupaten wml>.Q~
Timur Nomor 4);
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7) 8elanjaBantuanKeuangan Rp. 452.117.741.693,-
8) 8elanja Tidak Terduga Rp. 20.623.849.800,-
Jumlah 8elanja Tidak LangsungRp.1.580.451.707.876,-

Rp.1.004.658.130.525,-
Rp. 0,-
Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 77.287.847.947,-
Rp. 8.709.500.000,-
Rp. 12.054.637.911,-

3) 8elanja Subsidi
4)8elanja Hibah
5)8elanja 8antuan Sosial
6) 8elanja 8agi Hasil- ,

Jumlah Pendapatan
2. 8elanja

a. 8elanja Tidak Langsung:
1)8elanja Pegawai
2)8elanja 8unga- ._

Rp.2.730.449.039.909,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 589.023.128.118,-

Rp. 322.941.235.791,
Rp.1.818.484.676.000,-b. Dana Perimbangan

Pasal I

8eberapa ketentuan dalam Peraturan 8upati Nomor 46 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (8erita Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2019 Nomor46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan c, angka 2 huruf a dan
b dan angka 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Pendapatan
a. Pendapatan AsUDaerah

Menetapkan: PERATURAN8UPATITENTANGPERU8AHANATASPERATURAN
8UPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANO PENJABARAN
ANGGARANPENDAPATANDAN 8ELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN2020

MEMUTUSKAN:.

42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019
Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019
Nomor6);

44. Peraturan 8upati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (8erita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
Nomor46);

-6-



4. Ketentuan Pasal4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupatiini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan keIja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal2 diubah sebingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran perubahen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan Ia
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan
Bupati ini.

Jumlah pembiayaan Netto Rp. 73.034.349.549,-
Sisa LebihPembiayaan Anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,-

Rp. 82.034.349.549,
Rp. 9.000.000.000,-

Rp. 96.348.458.220,
Rp. 708.691.781.056,
Rp. 417.991.442.306,
Rp.1.223.031.681.582,
Rp.2.803.483.389.458,
(Rp. 73.034.349.549,-)

b. Belanja Langsung :
1)Belanja Pegawai
2)Belanja Barang dan Jasa
3)Belanja Modal
Jumlah Belanja Lan~sun~
Jumlah Belanja

Surplus/ (Deftsit)
3. Pembiayaan

a.Penerimaan
b. Pengeluaran
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